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Pajak  berganda  dapat  timbul  di  dua  negara  atau  lebih.  Hal  ini  tentunya 
sangat  meresahkan  para  investor.  Sehingga  dibutuhkan  beberapa  pengaturan 
terkait pengenaan pajak tersebut. Pengaturan tersebut dapat dilakukan oleh negara 
dengan  membuat  perjanjian  penghindaran  pajak  berganda  dengan  negara  lain.
Pada  tanggal  23  Maret  2010,  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  Pemerintah 
Hong  Kong  melakukan  penandatanganan  persetujuan  penghindaran  pengenaan 
pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak  yang berkenaan dengan pajak 
atas  penghasilan.  Persetujuan  ini  disepakati  oleh  kedua  negara  untuk  mengatur 
pengenaan  pajak  terhadap  penghasilan  yang  timbul  akibat  transaksi  kegiatan 
bisnis yang dilakukan oleh penduduk pada kedua negara. 
Penulisan  skripsi  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  mengenai  model 
perjanjian  yang  digunakan  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  Pemerintah 
Hong  Kong  pada  perjanjian  penghindaran  pengenaan  pajak  berganda  dan 
pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak atas Penghasilan. 
Untuk  memperoleh  data  dalam  penulisan  skripsi  ini  dilakukan  penelitian 
kepustakaan.  Penelitian  kepustakaan  dilakukan  dengan  mempelajari  serta 
menganalisa  Tax Treaty Model,  peraturan perundang-undangan, buku teks, surat 
kabar, tulisan ilmiah, dan literatur-literatur yang ada relevansinya dengan masalah 
yang dibahas dalam penulisan ini. 
Berdasarkan hasil penelitian dari penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa 
secara  umum,  model  perjanjian  yang  digunakan  pada  perjanjian  penghindaran 
pajak berganda antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Hong  Kong  adalah 
Model  United  Nations  (Model  UN).  Tetapi  khusus  untuk  pertukaran  informasi 
menggunakan standar OECD.  Pada perjanjian ini disepakati  tarif pajak  terhadap 
beberapa penghasilan, yakni sebagai berikut: Deviden sebesar 5% atau maksimum 
10%, Bunga sebesar  10% dan Royalti sebesar 5%.  Tarif pajak tersebut tentunya 
lebih rendah dari pada tarif pajak yang berlaku di masing-masing negara. 
Disarankan kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Hong  Kong agar 
perjanjian  penghindaran  pajak  berganda  ini  dapat  berlaku  dengan  efektif  dan 
dapat memecahkan masalah terkait pajak berganda yang dapat terjadi di Indonesia 
dan  Hong  Kong.  Sehingga  nantinya  dapat  menarik  investor  masuk  ke  masing
masing negara.
